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ABSTRAKSI 

SUA TU TINJAUAN TERRADAP PENERAP AN PRJNSIP GOOD 

GOVERNANCE DALAM PELA YANAN PUBLCK DI TlNGKA T 

PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINT AH NO. 72 T AHUN 2005 

(Studi Pada Desa Bandar Klipp• Kee. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang) 

O L E R  

BAHARUDDIN DALIMUNTHE 

NPM : 04 840 0096 
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

Kewenapgan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hale 
asal usu! desa, kewenangan yang oleh peratw'all perundang-undangan yang berlaku 
belum dilaksanakan oleh daerah dan pemcrlntah serta tugas pembantuan dari 
pemerintah, pemerlntah propinsi dan atau pemerintah kabupatcn. Dengan adanya 
perubahan-p< rubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat dcsa scbagaimana 
diterangkan di atas perlu kiranya disikapi oleh berbagai pihak bagi pemerintah, 
akademisi dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di dalamnnya Lembaga 
Swadaya MasylU'llkat (LSM) guna mendorong agar proses transformasi di tingkat desa 
ini dapat berjalan dcngan lebih cepat. Untuk itu diperlukan adanya proses-proses 
pendampingan, fasilitas dan sosialisasi terhadap semua instrumen hukum dalam 
berbagai level kepada masyarakat dan pemcrintahan desa. Dengan tugas-tugas baru 
dan semangat baru inilah diharapkan desa akan memasuki suatu tatanan kehidupan 
yang lebih demokratis, aspir '1tif da, accountable scrta taat pada aturan yang berlaku. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peluang dan tantangan desa 
dalam penerapan prinsip good governance dan apakah hambatan bagi desa dalarn 
peoerapan prinsip good governance. 

Penclitiar yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan di Desa Bandar KJippa Kee. Percut Sei 

Tuan Kab. Deli Serdang. 
Setelah dilakukan analisis maka diketahui good Governance (tata 

pemerintahan yang baik) mempunyai makna yllllg lebih luas dari government 
(pemerintahan). Tata pemerintahan merupakan kesepakatan bersama dalarn mengatur 
pemcrintahan negara yang diatur bersama-sama dengan segenap komponen mulai dQl'i 
pemerintah, lembaga kemasyarakatan , dan scktor swasta. Good Governance pada 
dasamya adaJah menjalankan kckuasaan di bidang politik,ekonomi , dan administr�i 
dalam mengelola permasalahan ne� pada semua tingkatan. Governance memill� 
tiga pijakan dan tiga kawasan. Ketiga pijakannya adalah pada bidang polibk, ekonoll)i, 
dan administrasi ,yang meliputi tiga kawasan yaitu negara atau pemerintahan, sektor 
swasta, dan masyarakat. 
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BABI 

PENDA H U LU A N  

Secara historis dcsa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik clan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini 

terbentuk, struktur sosial scjenis keluraha."l, masyarakat adat dan lain sebagainya 

telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa 

mcrupakan institusi yang oronom dengan trndisi. adat istiadat dan hukumnya 

sendiri serta relatif mandiri. Ila! ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat 

keragaman yang tinggi memb,mt kelurahan mungkin merupakan wujud bangsa 

yang paling koogkret. 

Sejalan dengan lcehadhm negara modem. kemandiriao dan kemampuan 

masyarakat desa mulai berkuraog. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam 

pemcrimahan vrde aaru yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 

rentang Pemerintahan Deso melakukan sentralisasi, birokratisasi clan penyera· 

gaman pemerintaban desa, tanp? menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan 

oemcrintahan asli, undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. 

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang tcrjadi pada 

u.liun 2004, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

·�tang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah yang telah pula mencabut Undang-Undang No. 5 
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Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kclurahan. Selanjutnya Undang

Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pcmeriolahan Daerah diganti lagi deogan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bclum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari 

pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupatcn. 

Dengan adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi 

di tingkat desa sebagaimana diterangkan di atas perlu kiranya disikapi olt:h 

berbagai pihak bagi pemerinta.1, akademisi dan masyarakat secara keseluruhan 

termasuk di dalamnnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna mendorong 

agar proses transformasi di tir,gkat desa ini dapat berjalan dengan lebih cepat. 

Untuk itu diperlukan adanya proses-proses pendampingan. fasilitas dan sosialisasi 

terhadap scmua instrumen hukum dalam berbagai level kepada masyarakat dan 

pemerintahan desa. Dengan tugas-tugas blilll dan semangat baru inilah diharapkan 

desa akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang lcbih demokratis, aspiratif dan 

ace-0untable serta taat pada aturan yang berlaku. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul perlu kiranya diberikan 

pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



3 

·'Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan prinsip Good Governance Dalam Pelayanan 

Publik di Tingkat Pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Pemcrintah No. 72 

Tahun 2005 tentang Pemerin.ahan Desa (Studi Pada Desa Bandar Klippa 

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)". 

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah : 

Suatu adalah kata yang menunjukl.an tunggal atau majemuk.1 

Tinjauan artinya mcrnandang mcnilai.2 

- Terhadap artinya bagi. 3 

Penerapan diartikan scbagai srsuatu yang diterapkan. 4 

Prinsip artinya dasar, pegangan. s 

Good artinya baik.6 

Governance artinya pemerintahan. 7 

Di ad.ilah kata yang menunjukkan tempat.8 

- Tingkat adalah batas.9 

Oinas Pendidikan Nasional, Kamus Baar Bahasa lncla11eHa. PN. Balai Pustaka. Jakana. 
.003. hal. 971 

11bld .• hal. 1003. 
'Ibid., hal. 775. 
'Ibid., hal. 1078. 
'Ibid .• bal. 863. 
•w.J.S. Poerwadanninta dan Baruballg Sutano, Kamus Indonesia lnggeris, Erlangga, Jakarta, 

1998, hal. ICJ. 
1 Ibid., hal. 112. 
1Dinas Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal. 96. 
91bld., hal. l 13. 
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